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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Anak merupakan salah satu kekayaan generasi penerus cita-cita 

dan pemimpin masa depan bangsa. Oleh karena itu, kedudukan anak dalam 

negara sangat penting dalam konstruksi kenegaraan di era reformasi dan 

globalisasi yang akan terus berlanjut dan berkembang. Anak-anak 

membutuhkan minat yang lebih serius tidak hanya pada sains dan teknologi, 

tetapi juga pada pengetahuan lainnya yang lebih banyak mengenai agama, 

hukum dan sosiologi, yang dapat memberi anak pemahaman yang lebih 

rasional dan realistis.1 

  Di Negara Indonesia sendiri juga memiliki beberapa definisi yang 

berkaitan dengan anak, khususnya menurut peraturan perundang-undangan. 

Definisi anak tersebut dapat berbeda-beda sesuai latar belakang dari maksud 

beserta tujuan pada undang-undang. Berikut merupakan beberapa definisi 

anak menurut peraturan perundang-undangan:  

1. Definisi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

Dalam Pasal 330 KUHPer, menyatakan bahwa definisi anak “yang 

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 

(dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”.2 

 
1 Soerjono Soekanto. Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 11. 
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 330 
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2. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia: 

Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya”.3 

3. Definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak: 

Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan”.4 

4. Definisi anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak: 

Dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “anak adalah anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.5 

Dari beberapa definisi tersebut, mengenai pengklasifikasian anak 

memiliki pengertian beserta ruang lingkup yang luas. Sehingga pembahasan 

 
3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886). 

4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). 

5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5332). 
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mengenai anak sangat menarik untuk dibahas karena masa tersebut adalah 

peralihan menjadi dewasa. Peralihan tersebut tidaklah mudah bagi setiap 

anak, anak akan melakukan penyesuaian atau menemukan jati diri baik segi 

fisik maupun psikis. Setiap anak yang akan tumbuh menjadi dewasa, akan 

melewati masa remaja terlebih dahulu. 

Di masa para anak remaja tersebut seringkali melakukan perbuatan 

yang salah sehingga berujung pada tindakan yang dapat merugikan orang 

lain dan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Secara umum, 

perbuatan kenakalan anak remaja dimaknai sebagai perilaku yang 

bertentangan dengan norma sosial. Seorang anak yang melawan norma 

tersebut dianggap sebagai anak cacat sosial.6 Kenakalan anak yang 

beridentik dengan kenakalan remaja ini dapat disebut sebagai juvenile 

delinquency (perbuatan pada seseorang yang belum dewasa yang sengaja 

melanggar hukum dan disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya 

merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana). 

Adanya rasa ingin tahu tanpa pengawasan dan arahan dari orang 

tua sehingga anak-anak remaja tersebut mencari tahu dengan jalan yang 

tidak sesuai dengan atauran hukum yang berlaku.7 Biasanya kenakalan 

remaja tersebut akan berdampak dan mengarah sebagai suatu tindak 

kejahatan. Penyimpangan tingkah laku yang mengarah pada tindak 

 
6 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 

93. 
7 Mega Widyawati, “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari 

Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 1 (2018), hlm 68-81. 
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2232/1445, diakses pada tanggal 30 
September 2022. 
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kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor. Faktor tersebut yaitu 

dampak negatif dari arus globalisasi, kemajuan teknologi dalam 

perkembangan komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan 

adanya gaya hidup yang tidak sesuai.8 

Berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja seperti 

kejahatan jalan, pencurian, begal, dan geng motor sering terjadi. Bahkan, 

beberapa tindakan tersebut dapat berujung kematian pada korban. Anak 

remaja yang melakukan tindak pelanggaran hukum disebut sebagai Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang bermasalah ini akan 

dituntut agar bertanggungjawab di hadapan hukum akibat perbuatannya.9 

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 3 UU No. 11 

tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 

berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.10 

Salah satu upaya pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum 

maka diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, kiranya 

dapat memberikan solusi yang terbaik dalam penanganan ABH. Undang-

undang SPPA sendiri mengatur perubahan yang fundamental dengan 

digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversi. 

Sehingga dalam tahapan proses hukum, adanya aturan kewajiban para 

 
8 Ibid. 
9 Koran Sindo, “Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan”, 

https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-
memprihatinkan (diakses pada 30 September 2022, pukul 07.37 WIB) 

10 Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), 
(Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021) hlm. 6 

https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan
https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan
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penegak hukum dalam mengupayakan diversi.11 Diversi adalah proses 

penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana atau dapat secara musyawarah sesuai UU SPPA.12 

Syarat utama dalam pemberian diversi jika tindak pidana tersebut 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan baru pertama kali 

dilakukan oleh anak. Diversi tidak dapat diberikan pada anak yang telah 

melakukan tindak pidana berulang (residivis), maupun pada anak yang 

melakukan tindak pidana berat. Tujuan diberlakukan diversi adalah untuk 

menghindari anak dari penahan, menghindari cap atau label anak sebagai 

penjahat, mencegah pengulangan dari tindak pidana yang dilakukan, 

memberikan tanggung jawab atas perbuatannya, menghindari anak dari 

proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh implikasi negatif 

dari proses peradilan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.13 

Namun pada kenyataannya masih ada hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan diversi menurut Undang-Undang SPPA. Permasalahan yang 

dihadapi antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan 

ABH masih beragam dan terdapat persepsi yang berbeda. Terbatasnya 

sarana prasarana seperti jumlah LPKA, LPAS, LPKS dan Bapas. Sehingga 

 
11 Administrator DPPPA, “Anak Berhadapan Dengan Hukum ABH Harus Mendapatkan 

Perlindungan Khusus”, https://dpppa.sumbarprov.go.id/details/news/136 (diakses pada 30 
September 2022, pukul 07. 54 WIB) 

12 Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), 
(Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, 2021) hlm. 7 

13 Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty. “Implementasi Rehabilitasi dan 
Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera 
Selatan”. Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24. No. 3. (2017), hlm 4892. 
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81/66, diakses pada tanggal 25 
November 2022. 

https://dpppa.sumbarprov.go.id/details/news/136
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belum semua perkara anak diselesaikan dengan menggunakan pendekatan 

keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. 14 

Menurut sistem informasi penelusuran perkara pada Pengadilan 

Negeri Kayuagung yang menangani wilayah hukum Kabupaten Ogan 

Komering Ilir, terdata dari bulan Januari tahun 2022 hingga November 

tahun 2022 sebanyak 19 perkara terkait data Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum (ABH).  Perkara tindak pidana anak yang terjadi diantaranya yaitu 

pencurian (12 perkara), perlindungan anak (4 perkara), kejahatan terhadap 

kemerdekaan orang (1 perkara), pengeroyokan yang menyebabkan kematian 

(1 perkara), dan narkotika (1 perkara).15 Dapat dilihat dari data tersebut, 

mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sering terjadi di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perkara tindak pidana anak mengenai 

pencurian. 

Seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering 

Ilir terhadap anak yang berinisial RA. Dalam perkara pencurian tersebut, 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah mengeluarkan 

penetapan penghentian pemeriksaan dan dicapainya kesepakatan diversi. 

Namun tidak lama kemudian, setelah berhasil diversi tersebut, penyidik 

mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 
 

14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
“Masih Banyak Kendala, Aparat Penegak Hukum Aceh Samakan Persepsi Tentang UU SPPA”, 
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-
penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa (diakses pada 30 September 2022, pukul 
10.17 WIB) 

15 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kayuagung, “Daftar Perkara 
Pidana Anak”, http://sipp.pn-
kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJva
UJMZUdCenI3bmxLYVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05
OWc9PQ== (diakses pada 17 November 2022, pukul 22.09 WIB) 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa
http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05OWc9PQ==
http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05OWc9PQ==
http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05OWc9PQ==
http://sipp.pn-kayuagung.go.id/list_perkara/type/c2REdEtBZXlGNjNEOEIzUk9oYkMvaDQycGZjUmJTRXJvaUJMZUdCenI3bmxLYVFJU0pORGFXOExFQ01Jcno2OTJoMHhqNVJYakkxVVhJT0JEMW05OWc9PQ==
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Sehingga Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan RA terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam 

Keadaan Memberatkan” serta menjatuhkan pidana terhadap anak berupa 

pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Menurut penulis hal tersebut sangat tidak 

sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan dapat 

menghilangkan hak-hak pada anak tersebut.  

Hal tersebut pula dapat menyebabkan penderitaan secara fisik, 

mental/psikis dikarenakan hilangnya hak-hak bagi anak tersebut. Perhatian 

dan perlakuan berupa perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak agar 

tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah. Seperti yang kita 

ketahui bahwa anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan. Sehingga 

sistem peradilan pidana anak lebih menitik beratkan pada perlindungan, 

keadilan, maupun kepentingan anak, kelangsungan hidup anak, dan hak-hak 

yang didapatkan pada anak. Perampasan kemerdekaan atau pemidanaan 

pada anak merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan.16  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

berdasarkan permasalahan diatas dalam bentuk karya tulis ilmiah yang 

berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir”. 

 

 
16 Muh. Anugrah Kurniawan Amir, Syamsudin Muchtar, Hijrah Adhyanti Mirzana, 

“Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota 
Makassar”, Jurnal Petitum Vol. 9. No. 2. (2021), hlm 109. https://uit.e-
journal.id/JPetitum/article/view/1120, diakses pada tanggal 30 September 2022. 

https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1120
https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/1120
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum 

Kabupaten Ogan Komering Ilir? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan 

diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

(ABH) di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi 

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di 

wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang 

mempengaruhi dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah 

hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari serta dapat 

menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum 

yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi terutama terhadap 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 

2. Secara praktis 

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, 

lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan 

terkait dengan pelaksanaan diversi terutama terhadap Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian adalah kerangka penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mendefinisikan permasalahan, dan 

membatasi wilayah penelitian guna memaksimalkan pembahasan dan 
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mengefektifkan kajian.17 Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi 

ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada permasalahan, yaitu 

tentang pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum (ABH) dan hambatan beserta upaya dari diversi yang berkaitan 

dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA) di lokasi penelitian wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

 

F. Kerangka Teori 

  Dalam hal penulisan karya ilmiah hukum mempunyai beberapa 

ciri, yaitu (1) teori-teori hukum, (2) asas-asas hukum, (3) doktrin hukum, (4) 

pendapat ahli hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Kerangka 

teori yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah teori hukum yang 

dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai tinjauan dan 

wawasan.18 Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Efektivitas Hukum 

 Secara umum efektivitas merupakan suatu keberhasilan dalam 

pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, 

efektivitas hukum merupakan indikator seberapa jauh aturan atau 

hukum tersebut telah diterapkan sesuai dengan target maupun tujuan 

 
17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 111. 
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79. 
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yang telah direncanakan.19 Produk hukum dapat dikatakan efektif jika 

produk hukum tersebut mampu dilakukan atau dilaksanakan dalam 

praktiknya.20 

 Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu segala upaya 

yang dilakukan agar hukum yang ada di tengah masyarakat benar-benar 

ada dan hidup, artinya hukum akan berlaku secara yuridis, sosialis dan 

filosofis.21 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dapat 

bertolak ukur pada 5 faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegakan 

hukum itu sendiri. Faktor tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegakan hukum (pihak yang membentuk ataupun yang 

menerapkan hukum). 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat (lingkungan hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan). 

5. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

dalam pergaulan hidup). 

 
19 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Jurnal 

Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. 6. No. 1 (2022), hlm. 52. 
https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/viewFile/75/64, diakses pada tanggal 30 September 
2022. 

20 Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum dan Undang-Undang”, Diponegoro 
Law Journal, Vol. 6., No. 2 (2017), hlm. 4. https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-
efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2022. 

21 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah 
Sosial, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 53. 

https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/stit/article/viewFile/75/64
https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf
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Penulis menggunakan teori efektivitas hukum ini dalam rangka 

membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan diversi untuk 

mengetahui apakah faktor tersebut diatas sudah diterapkan dalam 

praktiknya di lapangan. 

2. Teori Penegakan Hukum 

 Salah satu indikator negara hukum dapat dilihat dari keberhasilan 

dalam penegakan hukumnya. Dapat disebut berhasil, jika hukum yang 

telah berlaku, sudah seharusnya ditaati dan dijalankan oleh masyarakat. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk menegakan 

fungsi norma hukum yang telah berlaku sehingga dijadikan panduan 

dalam kehidupan di tengah masyarakat dan negara. Adanya penegakan 

hukum dapat memberikan jaminan dan kepastian agar norma/aturan 

hukum dijalankan sesuai dengan aturannya.22 Adanya penegakan 

hukum mencakup nilai keadilan yang hidup di masyarakat. 

 Proses penegakan hukum tidak berhenti hanya pada memberikan 

hukuman saja melalui pidana, tetapi penegakan hukum dapat dikatakan 

sebagai pencegahan agar tidak terulang kembali melakukan kejahatan. 

Penegakan hukum memberikan suatu kepastian hukum, ketertiban, 

ketaatan, maupun perlindungan hukum. Sehingga, setiap masyarakat 

memiliki tujuan yang sama agar tercapai suatu kedamaian. 

 Inti dari adanya penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan 

nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang baik dan terwujud 
 

22 Agus Riyanto, “Penegakan Hukum Masalahnya Apa?”, https://business-
law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/ (diakses pada 29 September 2022, 
pukul 22.58 WIB). 

https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/
https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/
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sehingga mampu menciptakan, memelihara serta mempertahankan 

perdamaian. Ada atau tidaknya keberhasilan penegakan hukum dapat 

dipengaruhi berbagai faktor seperti sarana beserta fasilitas yang 

mendukung penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, maupun 

penegak hukumnya sendiri.23 

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini untuk melihat 

apakah para penegak hukum sudah melaksanakan tugas sebagaimana 

mestinya dalam melakukan penegakan hukum terhadap Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum (ABH). 

3. Teori Restorative Justice  

 Teori Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu 

proses perkara tindak pidana yang dalam penyelesaian tata cara 

peradilan pidananya lebih terfokus pada peralihan pemidanaan yang 

digantikan menjadi suatu perdamaian melewati proses mediasi. Proses 

mediasi tersebut melibatkan pelaku maupun korban agar mendapatkan 

pemulihan pada keadaan semula, mendapatkan hubungan yang baik 

dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan keseimbangan, bagi 

pelaku adanya restitusi atau ganti rugi pada korban.24 Saat ini sudah 

banyak proses tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui 

 
23 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 5. 
24 Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Transformasi Administrasi Vol. 12 No. 1 
(2022), hlm 89. http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205, diakses pada tanggal 18 
November 2022. 
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Restorative Justice. Proses tersebut dapat diselesaikan di tingkat 

kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. 

 Proses mediasi akan lebih terpenuh tujuannya jika melibatkan 

pelaku dan korban bertemu secara langsung agar mengekspresikan 

perasaan mereka satu sama lain sehingga memberikan pemahaman baru 

terkait situasi. Mediasi tersebut akan mendapat bantuan dari seorang 

fasilitator yang terlatih dengan harapan mencapai kesepakatan yang adil 

satu sama lain. Biasanya fasilitator dapat bertemu kedua pihak sebelum 

melakukan pertemuan secara langsung untuk mempersiapkan diri 

mereka dalam melakukan mediasi. Jika pertemuan secara langsung 

tidak dikehendaki oleh korban, maka proses mediasi tersebut dapat 

dilakukan secara tidak langsung. Proses secara tidak langsung, hanya 

dilakukan oleh fasilitator yang akan menemui kedua pihak secara 

berturut dan secara terpisah.25 

 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa “keadilan restoratif 

adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

 
25 Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2013), hlm. 257. 
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/116/127, 
diakses pada tanggal 18 November 2022. 
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pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.26 

Adanya undang-undang tersebut guna memberikan konsep keadilan 

restoratif yang memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum yang diwujudkan melalui upaya diversi. 

 Pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak 

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 

ayat 1 UU SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak 

wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui diversi. 

Sehingga konsep keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan UU SPPA 

bahwa pidana penjara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

merupakan upaya terakhir. 

Penulis menggunakan teori restorative justice dalam rangka untuk 

membahas bagaimana proses pelaksanaan diversi dan penyelesaian 

perkara pidana melalui Keadilan Restoratif atau diluar peradilan (non-

litigasi). 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 

empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi 

 
26 Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5332). 
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di tengah masyarakat, dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian. Metode ini memandang hukum 

sebagai suatu kenyataan, mencakup sosial, dan kenyataan kultur.27 

Penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan, di mana 

data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan fokus 

penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi 

pendekatan kasus (case approach), studi pendekatan sosiologis (socio 

legal approach), dan studi pendekatan Undang-Undang (statute 

approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah suatu metode 

penelitian dalam ilmu sosial, dalam penelitian tersebut dilakukan 

pemeriksaan yang mendalam pada suatu keadaan atau kejadian yang 

disebut sebagai kasus dengan secara sistematis dalam melaksanakan 

pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan adanya laporan 

hasil dari penelitian. Laporan hasil tersebut akan memberikan 

pemahaman dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.28 

 Pendekatan sosiologis (socio legal approach) adalah pendekatan 

penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun 

modern untuk memberikan suatu gambaran terkait pengaruh suatu 

 
27 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1 
(2020), hlm 28. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859, diakses pada 
tanggal 7 November 2022. 

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 
2011), hlm. 95. 

 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859
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fenomena terhadap fenomena yang lain.29 Sedangkan, pendekatan 

Undang-Undang (statute approach) adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan 

permasalahan hukum yang sedang diteliti.30 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, 

sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. 

Wawancara ditujukan kepada aparat penegak hukum di wilayah 

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pernah menyelesaikan perkara 

diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), 

untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

(hukum positif) yang berkaitan dengan perumusan masalah yang 

diteliti. Bahan hukum primer tersebut antara lain: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak; 

 
29 Ibid, hlm. 95 
30 Ibid. 
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 Tahun. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan terkait bahan hukum 

primer yang berupa dokumen-dokumen resmi.31 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat 

hukum dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel 

hukum, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

pedoman maupun penjelasan terhadap hukum primer dan 

sekunder. Contohnya seperti kamus bahasa, kamus hukum, 

ensiklopedia, surat kabar. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

a. Studi Lapangan 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan wawancara mengenai pelaksanaan diversi 

kepada aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 

 

 

 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13. 
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b. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah literatur. 

Dimana pengumpulan data tersebut menggunakan studi kepustakaan 

yaitu penelusuran dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti dan dipelajari menjadi satu kesatuan. Selain itu, 

penulis mengkaji penelitian dari bahan-bahan yang tersedia melalui 

situs internet/via website. 

5. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berbasis di ruang lingkup wilayah hukum 

yang menyelesaikan perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi 

objek penelitian dan sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum di 

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pernah menyelesaikan 

perkara diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

(ABH). 

b. Sampel 

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dengan cara Non-
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Probabilitas atau Non-Random, yaitu setiap unit atau manusia tidak 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Kemudian dari teknik tersebut, penulis menggunakan jenis 

Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.32 Sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang 

menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 

2. 1 (satu) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan 

Komering Ilir. 

3. 1 (satu) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Ogan Komering 

Ilir. 

7. Analisis Bahan Penelitian 

  Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

mengarah pada norma hukum yang isinya terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta adanya norma-

norma yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.33 Sehingga 

dari bahan hukum yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis serta 

dipahami untuk dirangkai sebagai data yang disusun secara sistematis, 

yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 

 
 

32 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2011), hlm. 119. 

33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105. 
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8. Penarikan Kesimpulan 

 Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris 

sehingga teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan cara berfikir deduktif. Teknik penarikan kesimpulan 

deduktif adalah cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum kemudian akan ditarik suatu kesimpulan secara khusus.34 

 

 

 

 

 

 
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67. 
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